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ABSTRACT

The exploration strategy utilized in this examination is regulating research. Utilizing a legal methodology,
concentrate on essential and optional legitimate materials. The procedure of gathering legitimate materials
utilizes writing study and subjective examination methods of lawful material investigation. The aftereffects
of the examination are 1) the dropping and scratch-off of the notarial deed can happen because of a few
things that don't satisfy the goal necessities; outright inadequacy; powerlessness to act; relative ineptitude; as
opposed to the law; public request or goodness; satisfaction of lawful occasions in the settlement relying on
the prerequisite that it is void; a deformity of will; maltreatment of conditions; default as a state of crossing
out; non-satisfaction of formal arrangements. 2) The legitimate ramifications because of scratch-offs and
abrogations made by a legal office as well as invested individuals fluctuate. Initial, a notarial deed that can be
dropped, a notarial deed is invalid and void, a notarial deed that just has the force of confirmation of an
underhand deed, a notarial deed that is dropped by the actual gatherings, a legal official deed is dropped in
light of a legitimate assumption. 3) Obstacles and arrangements, in particular Not all Notaries know and
comprehend the terms of realness, legitimacy, and reasons for undoing and abrogation of a legal official
deed. Public accountants who don't comprehend this should read up the purposes behind the dropping and
wipeout of the deed, particularly alluding to the arrangements of the UUJN and the Civil Code.

Keywords: Notarial Deed, Wiping Out, and Crossing Out.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di satu rakyat baru ialah nyaris tak bisa
dibayangkan  tanpa jadinya  kebebasan
berkontrak. Akan tetapi, kebebasan tersebut
bilamana membentuk satu kebebasan tanpa
penentu bakal melanggar dasar-dasar aktivitas
masyarakat. Kreator undang-undang terkadang
kala menghalangi kebebasan individu sepanjang
wujud larangan ataupun ketentuan- ketentuan
menimpa perihal tersebut.
Terkadang larangan dikeluarkan guna melind
ungi orang ataupun kelompok orang tertentu,
kadangkala kala guna melindungi kepentinga

n warga. Melangsungkannya ketetapan
perundang- undangan menarangkan
sesungguhnya  sebagian  kelompok yang
dipaparkan bukan cakap ataupun bukan
berwenang buat melaksanakan  sesuatu
perbuatan hukum. Begitu pula sebagian

perbuatan hukum, baru legal asalkan dicoba

tatkala wujud tertentu. Ketetapan universal yang
berisi pembatasan kebebasan perseorangan
tersebut, terlebih yang terutama, ialah yang
disebutkan pada Pasall 1335 Kitab
Unndang Unndang Huukum Perrdata (KUHP
dt) yanng meelaporkan “Suuatu peersetujuan
taanpa seebab atau yaang teelah diibuat k
areena seesuatu seebab yaang paalsu atau t
erlaraang tiidak meempunyai keekuatan.”
Larangan atau pembatasan kebebasan
tercatat tak tentu benar maksudnya manakala
tidak disertai bersama sanksi. Satu instrumen
nan ampuh akan menuntut ketentuan larangan
dan pembatasan tersebut ialah ganjaran balasan
satu kebatalan. Undang-undang tak selaku
sistematis mengontrol akibat kebatalan, hanya
yang disusun di dalam Buku Ill, Bagian Ke
delapan, Bab IV “Tentang Kebatalan dan P
embatalan Perikatan Perikatan’’ Akta notaris
memiliki kekuatan pembuktian yang sempur
na, tetapi kesempurnaan itu tidak mutlak,
cuma bertabiat relatif, hingga terdapat pihak
nan dapat meyakinkan terdapatnya Kketidak
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benaran dari sesuatu akta notaris yang sudah
terbuat. Selama tidak ada nan bisa meyakinkan
kebalikannya, hingga akta notaris wajib dikira
benar serta legal selaku perlengkapan fakta,
hendak namun bila terdapat yang dapat
meyakinkan kebalikannya, hingga akta notaris
dapat  terdegradasi (akta notaris yang tidak
dapat diperlakukan sebagai akta otentik nam
un dianggap menjadi akta di bawah tangan).

Berkenaan inti ataupun pokok pada akta
notaris, ialah adapun kehendak/keinginan
penghadap/para pihak berwujud perbuatan
hukum, konsekuensinya ialah bisa dibatalkan
atau batal demi hukum, tidak terdegradasi
menjadi akta di bawah tangan. Perbuatan hukum
yang tertuang dalam bagian badan akta, saat di
dalamnya ada ketidak benaran atau
pelanggaran atas peraturan perundang undang
an, bahwa akhirnya bisa dibatalkan atau batal
demi hukum.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan
bilamana notaris di dalam membuat akta jelas
menyalah peraturan jabatan notaris, hingga akta
tersebut semata- mata memiliki kekuatan selaku
akta di dasar tangan. Hendak namun tatkala akta
notaris jadi ketentuan sahnya sesuatu perbuatan
hukum, sampai  pelanggaran  prosedur
pembuatan akta menimbulkan inti akta beserta
aktanya jadi batal. Selagi itu apakala aktanya
tidak cacat secara yuridis, dibuat sesuai prosedur
dan kewenangan notaris, akan tetapi perbuatan
hukumnya nan cacat, lalu sekadar perbuatan
hukumnya nan dibatalkan (Putusan Mahkamah
Agung Nomor 702K/Sip/1973, 5 September
1973 tentang Pembatalan Akta Notaris oleh
Pengadilan  Negeri). untuk itu, penulis
mengambil judul dari penelitian ini yaitu :

“ANALISIS YURIDIS
KEBATALAN AKTA DI
KENOTARIATAN”

B. Rumusan Masalah

TERHADAP
BIDANG

1. Apakah mengenai kebatalan akta not
aris dapat dibatalkan atau batal dem
I hukum khususnya dalam kaitan de
ngan kenotariatan?

2. Apa saja yang terdapat dalam
hal kebatalan khususnya dalam kaitan
dengan kenotariatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kebatalan akta
notaris dapat dibatalkan atau batal demi
hukum khususnya dalam kaitan dengan
kenotariatan.

2. Mengevaluasi apa yang telah dilakukan
dalam  kaitannya kebatalan  dengan
kenotariatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masal
ah dalam penulisan ini, sudah jelas bahwa jenis
penelitian ini adalah bertumpu pada penelitian
normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian
normatif adalah penelitian yang bertumpu pada
suumber daata seekunder seebagai daata ruuju
kan utama vyang terdiri dari bahan huuk
um primer, bahan hukum sekunder dan baha
n hukum tersier. Pada penelitian hukum jenis
ini, seringkali
hukum di konsepkan sebagai apa yang tertuli
s dalam peraturan per Undang Undangan atau
hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norm
a yang merupakan patokan berprilaku manusi
a yang dianggap pantas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan
Constitutief

Cacat yang berbeda mempunyai
akibat yang berbeda-beda pula. Apakah
merupakan cacat yang dapat digolongkan pada
bagian perjanjian yang essentialia, bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umurn atau
kesusilaan, melanggar syarat objektif atau syarat
subjektif sehingga akibat hukumnya akan berbeda
pula. Suatu hibah yang merupakan perjanjian
formil mewajibkan dipadati terdapatnya wujud
yang didetetapkan oleh undang- undang. Wujud
akta otentik ialah bagian essentialia dari
perjanjian hibah. Dengan tidak dipenuhinya
wujud formil tersebut menyebabkan hibah
tersebut jadi nonexistent Supaya hibah
tersebut legal hingga hibah tersebut wajib diu
lang kembali di dalam wujud yang ditentukan
oleh undang undang (Pasal 1893 KUHPerd).

Declaratoir dan Keputusan

Perbandingan antara batal
bisa dibatalkan di satu pihak serta nonexiste
nt di lain pihak secara juridis instan memang
lah tidak terdapat perbedaannya sebab kedua
kelompok tersebut bersama tidak memiliki aki
bat hukum cuma peenyebabnya yang berbeda
Peerbandingan seecara juuridis doogmatis annt
ara peemicu keebatalan meemiliki niilai dii d
alaam meemastikan peermohonan peembatalan

lewaat maajelis huukum neegara. Jelas pada
perbuatan hukum yang nonexistent tidak butuh
dimohonkan pembatalannya sebab secara juridis
dogmatis perbuatan tersebut" tidak terdapat”,
sebaliknya pada perbuatan hukum yang cacat
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lainnya bisa dimohonkan dengan vonis ataupun
dengan penetapan majelis hukum negara. Apabila
cacat pada perbuatan hukum berakjbat batal demi
hukum, penetapannya bertabiat deklaratoir,
sebaliknya buat perbuatan hukum yang bisa
dibatalkan, watak keputusannya merupakan
constitutief.

B. Pasal 84 Undang Undang Republik Indo
nesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Ja
batan Notaris

Di dalam Pasal 84 Undang Undang R
epublik Indonesia No 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris diatur secara spesial akibat p

elanggaran Yang dicoba notaris terhadap kete

ntuan- ketentuan tertentu

Akibat pelanggaran tersebut bisa meni
mbulkan akta notaris cuma memiliki kekuatan
pembuktian selaku akta di dasar tangan, nam
un bisa pula sesuatu akta jadi batal demi hu
kum Merupakan sangat berarti buat mengena
li kalau pelanggaran-pelanggaran sebagaimana
diartikan dalam Undang Undang Republik Ind
onesia No 30 Taahun 2004 teentang Jabatan
Notaaris berrkaitan deengan Paasal 16 aayat(1
) hurufi, Pasal 16 ayat(1) huruf k, Pasal 41 f
Pasal44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal
51, ataupun Pasal 52.

Ataas pelaanggaran paada pembuataan
aktaa sebagaimaana disebuttkan paada paasal
pasaal terssebut dalaam Pasaal 84 Unndang
Undaang Repuublik Indoonesia No 30 Taah
un 2004 teentang Jaabatan Nootaris apaabila
berrkaitan deengan perrbuatan huukum yaang
ialaah perjanjiaan formiil ataaupun peerbuatan
hukuurn yanng meewajibkan wuujud akktany
a nootaris ataaupun tidaak dipenuhinya faktor
essentialia menyebabkan pearbuatan huukum
teersebut jaadi baatal sebaab aktaa notaaris ia
laah keteentuan aabsolut buuat teerdapatnya p
erbuaatan hukuum teersebut Buuat peerbuata
n huukum diimana aakta nootaris cuuma beer
fungsi

Seebagai peerlengkapan faakta hiingga
deengan teredapatnya peelanggaran ataas paa
sal paasal yaang diseebutkan dii daalam Paas
al 84 UnndangUndang Republik Indonesia No
30 Tahun2004 tenttang Jabaatan Nootaris m
enimbuulkan akkta notaaris jaadi akata dii da
saar taangan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Notaaris daalam menjaalankan jabataannya hendaa
knyabertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tid

ak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
terkait dalam perbuatan hukum, sehingga akta ot
entikyang dibuat tidak terdegradasi menjadi akta y
angmempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tan
gandan terjamin kepastian hukumnya bagi para pe
nghadap Notaris yang melakukan pelanggaran seb
agaimana diatur, maka akta yang bersangkutan ter
masuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan, sehingga para pen
ghadap yang menderita kerugian dapat mengajuka
n gugatan kepada Notaris untuk memberikan peng
gantian biaya, ganti rugi, dan bunga.Notaris dalam
membuat akta hendaknya mematuhi persyaratan

mengenai keabsahan suatu akta dan mematuhi UU
JN maupun UUJN, sehingga akta yang dibuatnya
dapat memberikan kepastian hukum bagi para pih
ak yang menghadap untuk membuat akta notaris

dantidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

[1]
Habiib Adjiie (1), 2007, Saanksi Perdaata
DanAdministratif Terhadap Notatis Sebaga
i Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembu
atanAkta Berdasarkan UndangUndang Jab
atanNotaris, Disertasi, Program Pascasarjan
a Universitas Airlangga, Surabaya.

[2] Habiib Addjie (2), 2011, Huukum Nootaris
Indoneesia (Taafsir Temaatik UU No 30
Taahun 2004 tentaang Jabaatan Notaris),
CetakaanKe 3, RefikaAditama, Bandung
HabibAdjie (3), 2016, Kompilasi Persoalan

Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPA
T (Kapita Selekta Notaris dan PPAT), Ind
onesia Notary Comunity.

Peraturan Perundang-undangan

[1] Kitab Undang Undang Hukum Perdata (
KUH Perdata)

[2] Undang Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.



UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan pada yan
g tercinta orang tua penulis Ayahanda serta lbund
a yang sudah memberikan dukungan mental yang
berperan menjadi support system penulis dalam m
engerjakan skripsi serta ucapan terimaksih pada b
apak Dr Zarfinal, S.H., M.H atas bimbingan da
n arahan sehingga skripsi yang penulis kerjakan b
isa selesai dan ucapan terimakasih pada yang ter
sayang, sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang
sudah membantu menghibur penulis dalam mengh
adapi penulisan skripsi.



